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1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
2023 Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 merupakan
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun sebagaimana
telah direview pada Tahun 2022 akan berakhir pada Tahun 2023.
Dokumen tersebut berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program, dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Nganjuk dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD).

Masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berakhir Undang
Nomor 10 pada Tahun 2023. Sesuai ketentuan Undang Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti tentang Pemilihan
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mengatur pemilihan Kepala
Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024,
maka Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk yang merupakan
salah satu Kepala Daerah dengan masa jabatan yang berakhir pada
Tahun 2023  diinstruksikan membuat dokumen Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026
sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Renstra PD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Nganjuk Tahun 2024-2026 dalam penentuan tujuan dan sasaran
Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.
Penentuan  Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra

Strategis  (Renstra PD) memperhatikan Penyelarasan  program



prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; Evaluasi hasil
capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD
masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai
dengan tahun 2022; Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari
seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam
pencapaian hasil (outcome); Isu-isu strategis yang terkait dengan
bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
Kebijakan nasional; (regulasi yang berlaku; dan saran dan/atau
masukan dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder)
pembangunan daerah.

Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Nganjuk Tahun 2024-2026 meliputi : Persiapan penyusunan;
Penyusunan rancangan; Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
Perumusan rancangan akhir; dan Penetapan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun
2024-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain.
Keterkaitan dengan Perencanaan K/L dan Perencanaan Perangkat
Daerah Provinsi, serta dengan Renja perangkat daerah. Penyusunan
Perencanaan Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi
perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang
Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Peraturan Kepala
Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota tentang Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan
memperhatikan Perencanaan Kementerian/ Lembaga, Perencanaan
Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/
Kabupaten /Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) RPJMD Provinsi/ Kabupaten/ Kota serta Kepmendagri 050-
5889 Tahun 2021.




1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Nganjuk tahun 2024 - 2026 adalah :

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10.

3

12.

13.

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan
Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
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14.

15.

16.

17,

18.

19.

20.

21,

22.

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang
Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
109 Tahun 2020;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan -
Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo -
Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas
Selatan.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan
Kabupaten/Kota Layak Anak;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah




23.

24.

29.

26.

al,

28.

29.

30.

31.

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun
2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak No 2
Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan
dan Anak;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2023;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi
Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada
Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;




32.

33.

34.

39.

36.

37.

38.

39.

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2021 Nomor 2);

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Nganjuk;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor ... Tahun 2023 tentang

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2024-2026.



1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Nganjuk adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Nganjuk untuk kurun waktu 3 (tiga) Tahun (2024 - 2026) setelah

masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berakhir, yang mencakup

gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan perangkat
daerah sebagai penjabaran dari RPD sesuai dengan tugas dan fungsi
perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan
indikatif dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun (2024 - 2026) sesuai
tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk;

b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan
bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Nganjuk;

c. Memberikan gambaran perencanaan Program, Kegiatan dan
Subkegiatan urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dengan menggunakan metode dan kerangka

pikir ilmiah dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat

daerah;

d. Sebagai pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang
merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan;

e. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan

Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan

kinerja Perangkat Daerah.




1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026
disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas penyebab terjadinya
Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah
dalam  penyelenggaraan pembangunan daerah, proses
penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra
Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra
Provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah.
1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan
fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran Perangkat Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra
Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi)
Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah
daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang
dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah
dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah

periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas
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Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan
RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-
hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi
melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum
pembentukan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Perangkat
Daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu
eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.

Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah
ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan
tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkasan tentang macam sumber daya
yvang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan
fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan
unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat
Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah
periode sebelumnya, menurut SPM untuk wurusan wajib,
dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah
dan/atau Indikator lainnya seperti SDG’s atau indikator yang
telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian
Tabel 2.7 tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat
Daerah dan Tabel 2.8 tentang Anggaran dan Realisasi
Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Memuat tentang sasaran layanan Perangkat Daerah
sesuai dengan tupoksi dan urusan yang diampu.

2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Dalam menjalankan pemberian layanan yang baik maka

diperlukan mitra sebagai bentuk sinergitas antar instansi
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maupun Lembaga terkait.
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-
permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-
faktor yang mempengaruhinya.
3.2 Isu Strategis

Pada bagian ini dijelaskan faktor-faktor dari pelayanan
Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
Perangkat Daerah ditinjau dari:
1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah
Provinsi;
4. Implikasi RT-RW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan

dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan
tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta
indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1.
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Memuat tentang tujuan dan sasaran yang menjadi
kewenangan Perangkat Daerah sesuai dengan tupoksi.
4.2 Kerangka Logis, Cascading dan Crosscutting Kinerja
Perangkat Daerah, serta Peta Proses Bisnis

Memuat tentang kerangka logis merupakan kerangka
atau alat dalam melaksanakan perencanaan, proses, hasil
sampai dengan evalusi. Cascading merupakan keselaran antara
diagram kinerja mulai dari tujuan sasaran daerah sampai
dengan tujuan sasaran perangkat daerah sampai sub kegiatan.

Sedangka Proses Bisnis merupakan peta kinerja Perangkat

Daerah.
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BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan

perangkat daerah dalam tiga tahun mendatang disajikan dalam

Tabel 5.1.

5.1 Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam
mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-
2026

Memuat strategi dan arah kebijakan yang ada pada

Perangkat Daerah sesuai dengan tupoksi dan urusan yang

diampu.

BAB VI RENCANA PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB

KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF
Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat

daerah disajikan dalam Tabel 6.1.

6.1 Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja,

indikator, target, dan pendanaan indikatif

Memuat perencanaan berkaitan dengan program,
kegiatan, sub kegiatan beserta indicator, target dan pagu
indikatif berdasarkan Tahun 2024, 2025, dan 2026 sebagai
acuan dokumen perencanaan tahunan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah
yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD.

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)
7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)
7.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
BAB VIII PENUTUP
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah

pelaksanaan Renstra perangkat daerah.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi
Adapun tugas pokok dan fungsi Dinsos PPPA Kabupaten
Nganjuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nganjuk
Nomor 6 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
a. Tugas Pokok
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan
Daerah di bidang sosial pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak.
b. Fungsi
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;
2. pelaksanaan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang
sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Kedudukan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Susunan Organisasi Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:
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1. Kepala Dinas
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis,
menyelenggarakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta
menyelenggarakan tugas di bidang sosial, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak.
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan
administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan,
urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN
kepada semua unsur di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga,
barang milik negara dan barang milik daerah;
d. Pembinaan aparatur;
e. Pengelolaan urusan kepegawaian;
Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan
pelaksanaan program dan anggaran;
g. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan
barang milik daerah;
h. Pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
i. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
J. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang
berkaitan dengan tugasnya.
Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan
Kepegawaian mempunyai tugas:
a. Melaksanakan urusan persuratan;
b. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
c. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan

ketertiban kantor;
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. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara

dan barang milik daerah;

Melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan
administrasi jabatan fungsional;

Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan, Jaminan, Rehabilitasi Sosial dan
Kebencanaan

Bidang Perlindungan, Jaminan, Rehabilitasi Sosial dan

Kebencanaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis

menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan rehabilitasi

sosial serta jaminan sosial.

Bidang Perlindungan, Jaminan, Rehabilitasi Sosial dan Kebencanaan

menyelenggarakan Fungsi :

a.

Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak,
penyandang disabilitas, lanjut usia, tuna sosial dan korban
perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;

Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta
pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana
alam;

Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta
pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana

sosial keluarga;

. Pengembangan data pelayanan sosial orang dengan hiv/aids

(odha) dan penyalahgunaan napza untuk dikordinasikan dan

dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sosial,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang

berkaitan dengan tugasnya.
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4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan mempunyai
tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan
teknis di bidang pemberdayaan sosial dan kepahlawanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan menyelenggarakani

Fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan sosial dan
kepahlawanan,;

b. Perumusan pedoman penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan
kepahlawanan;

c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan
pemberdayaan sosial dan kepahlawanan;

d. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pemberdayaan
sosial dan kepahlawanan;

e. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemberdayaan sosial
dan kepahlawanan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang
berkaitan dengan tugasnya.

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas
merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, mengoordinasikan
dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan
perempuan yang meliputi pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan  perempuan, peningkatan kualitas keluarga,
pengelolaan sistem informasi data gender dan anak.

Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis program Pengarusutamaan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga,
Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;

b. Perumusan pedoman teknis program Pengarusutamaan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga,

Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
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c. Pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
program  Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem
Informasi Data Gender dan Anak;

d. Pelaksanaan koordinasi, singkronisasi, fasilitasi kegiatan
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan,
Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi
Data Gender dan Anak;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan,
Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi
Data Gender dan Anak; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang
berkaitan dengan tugasnya.

6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas
merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perlindungan
perempuan, perlindungan khusus anak dan pengarusutamaan hak
anak.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan

Fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan
perempuan, perlindungan khusus anak dan pengarusutamaan
hak anak;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di
bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan
pengarusutamaan hak anak;

c. Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan pelaksanaan tugas di

bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan

pengarusutamaan hak anak;
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d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta partisipasi
masyarakat dalam mendukung pengembangan percepatan
Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Pengarusutamaan Hak Anak
(PHA) sesuai amanat konvensi hak anak dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang

berkaitan dengan tugasnya.
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2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan
tingkat pendidikan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Sosial PPPA Per Tahun 2022

Tingkat ASN Non ASN

- Pendidikan L P L P
1 | SD Sederajat - - - -
2 | SMP Sederajat - - 1 -
3 | SMA Sederajat 2 - 13 2
4 | D3 - - - 3
5 |81 6 12 7 i
6 |S2 2 2 - |

Jumlah 10 14 21 13

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan
golongan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2022

No Golongan L P Jumlah
1 | Golongan I - - -

2 | Golongan II 2 - 2

3 | Golongan III E 1.2 16

4 | Golongan IV 4 # 6
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2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana
yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Sosial, PPPA Per Tahun 2022

Kondisi Jumlah
No | Jenis Sarana dan Prasarana Rusak Rusak ik
Berat Ringan
AC 4 0 8 12
Laptop 9 4 3 16
Personal Komputer Monitor 5] 6 0 i B
4 | PC Unit & 2 9
S | Kipas Angin 2 0
6 | Handy Talky 27 0 0 27
7 | Tanah dan Bangunan 4 4 9 12
Gedung Kantor
Kursi Rapat Pejabat 50 0 50
Alat Penyimpanan 6 0 0 6
Perlengkapan Kantor Filing
Cabinet Besi
10 | Alat Rumah Tangga Lainnya 1. 0 0 15k
(Home Use) Lain Lain
11 | Kendaraan Roda 4 0 9 £ 14}
12 | Kendaraan Roda 2 < 0 61 65
13 | Kursi Kerja Pejabat, Kursi 12 2 6 21
Kerja Pejabat Eselon
14 | Peralatan Studio Audio, il 1 0 2)
Peralatan Studio Visual,
Proyektor dan Attachment
15 | Mebeler Kursi Biasa 2 0 0 2
16 | Mebeler Tempat Tidur Besi 2 0 0 2
17 | Mebeler Kursi Tamu 1 0 0 1
18 | Mebeler Sofa 1 0 0 1
19 | Mebeler Rak Kayu 2 0 0 2
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Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana di Dinas Sosial

PPPA Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1.

AC berjumlah 12 unit, terdiri dari barang rusak berat berjumlah
4 Unit. Barang rusak ringan berjumlah 0. Barang yang baik
berjumlah 8 Unit dengan rincian Sekretariat 3 Unit, Bidang
PJRSK 0 Unit, Bidang PSK 1 Unit, Bidang PP 2 Unit, dan Bidang
PPA 2 Unit.

Laptop berjumlah 16 Unit, terdiri dari barang rusak berat
berjumlah 9 Unit terdapat di gudang. Barang rusak ringan
berjumlah 4 Unit dengan rincian Sekretariat 3 Unit dan Bidang
PJRSK 1 Unit. Barang yang baik berjumlah 3 Unit dengan rincian
Sekretariat 1 unit, Bidang PSK 1 unit, dan Bidang PP 1 unit.
Personal Komputer Monitor untuk administrasi perkantoran
sebanyak 11 Unit, terdiri dari barang rusak berat berjumlah 5
Unit terdapat di gudang. Barang rusak ringan berjumlah 6 Unit
dengan rincian Sekretariat 2 Unit, Bidang PJRSK 1 Unit, Bidang
PSK 1 Unit, Bidang PP 1 Unit, dan Bidang PA 1 Unit. Barang
yang baik berjumlah O.

PC Unit untuk administrasi perkantoran sebanyak 9 Unit, terdiri
dari barang rusak berat berjumlah 4 Unit terdapat di gudang.
Barang rusak ringan berjumlah 3 Unit dengan rincian Bidang
PJRSK 1 Unit, Bidang PSK 1 Unit, dan Bidang PA 1 Unit. Barang
yang baik berjumlah 2 Unit dengan rincian Sekretariat 1 Unit
dan Bidang PJRSK 1 Unit.

Kipas Angin berjumlah 8 Unit, terdiri dari barang rusak berat
berjumlah 6 terdapat di gudang. Barang rusak ringan berjumlah
2 dengan rincian Bidang PP 1 Unit dan Bidang PA 1 Unit. Barang
yang baik berjumlah 0.

Handy Talky berjumlah 27 Unit, terdiri dari barang rusak berat
berjumlah 27 terdapat di gudang. Barang rusak ringan berjumlah
0, dan barang yang baik berjumlah 0.
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7. Tanah dan bangunan terdapat di 4 (empat) lokasi ditempati

10.

13,

L.

untuk bangunan Kantor Dinas, WCC untuk penanganan Kasus
KTPA, Rumah Singgah untuk penanganan kasus PPKS/ PMKS,
dan TMP (Taman Makam Pahlawan) Yudha Pralaya.

Kursi Rapat Pejabat berjumlah 50 Unit, terdiri dari barang rusak
berat berjumlah S0 Unit terdapat di gudang. Barang rusak ringan
berjumlah O, dan barang barang yang baik berjumlah O.

Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor, Filing Cabinet Besi
berjumlah 6 Unit, terdiri dari barang rusak berat berjumlah 6
Unit terdapat di gudang. Barang rusak ringan berjumlah O, dan
barang yang baik berjumlah O.

Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-Lain berjumlah 11
Unit, terdiri dari barang rusak berat berjumlah 11 Unit terdapat
di gudang. Barang rusak ringan berjumlah 0, dan barang yang
baik berjumlah O.

Kendaraan Roda 4 untuk Operasional Dinas berjumlah 11 Unit
terdiri dari barang rusak berat berjumlah 0. Barang rusak ringan
berjumlah 9 Unit dengan rincian Panther 1 Unit, Carry 5 Unit,
Luxio (Molin) 1 Unit, APV (Ksatria Sosial) 1 Unit, Rescue (Tagana)
1 Unit. Barang yang baik berjumlah 2 dengan rincian Innova 1
unit dan Avanza 1 Unit.

Kendaraan Roda Dua Operasional Dinas berjumlah 65 unit
terdiri dari barang rusak berat berjumlah 4 Unit terdapat di
gudang. Barang rusak ringan berjumlah 0, dan Barang yang baik
berjumlah 61 dengan rincian Beat 2 unit untuk Sekret, Vario
Merah Hitam 2 unit untuk Bidang PJRSK dan Bidang PSK, Vario
Biru Putih 2 Unit Bidang PA, Frego 9 unit untuk semua analis
kebijakan ahli muda dan penyuluh sosial, GL 1 Unit sekret, KLX
2 Unit untuk Tagana, Revo 21 Unit untuk PKH, KLX 2 Unit untuk
PKH, Jupiter 19 Unit untuk TKSK, KLX 1 Unit untuk TKSK.
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13.

14,

15.

16

L¥,

18.

19.

Kursi Kerja Pejabat. Kursi Kerja Pejabat Eselon berjumlah 21
Unit, terdiri dari barang rusak berat berjumlah 12 terdapat di
gudang. Barang rusak ringan berjumlah 3 Unit dengan rincian
Sekretariat (Kasubag Umum dan Kepegawaian, Perencana Ahli
Muda, dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah). Barang yang
baik berjumlah 6 Unit dengan rincian Sekertariat 2 Unit, Bidang
PJRSk 1 Unit, Bidang PSK 1 Unit, Bidang PP 1 Unit, dan Bidang
PA 1 Unit.

Peralatan Studio Audio, Peralatan Studio Visual, Proyektor dan
Attachment berjumlah 2 Unit, terdiri dari barang rusak berat
berjumlah 1 Unit terdapat di gudang. Barang rusak ringan
berjumlah 1 Unit dengan rincian Sekretariat, dan Barang yang
baik berjumlah O.

Mebeler Kursi Biasa berjumlah 2 Unit, terdiri dari barang rusak
berat berjumlah 2 Unit terdapat di gudang. Barang rusak ringan
berjumlah 0, dan barang yang baik berjumlah O.

. Mebeler Tempat Tidur Besi berjumlah 2 Unit, terdiri dari barang

rusak berat berjumlah 2 Unit terdapat di gudang. Barang rusak
ringan berjumlah O, dan barang barang yang baik berjumlah 0.
Mebeler Kursi Tamu berjumlah 1 Unit, terdiri dari barang rusak
berat berjumlah 1 Unit terdapat di gudang. Barang rusak ringan
berjumlah 0, dan barang yang baik berjumlah O.

Mebeler Sofa berjumlah 1 Unit, terdiri dari barang rusak berat
berjumlah 1 Unit terdapat di gudang. barang rusak ringan
berjumlah 0, dan barang yang baik berjumlah 0.

Mebeler Rak Kayu berjumlah 2 Unit, terdiri dari barang rusak
berat berjumlah 2 Unit terdapat di gudang. Barang rusak ringan
berjumlah 0, dan barang yang baik berjumlah 0.
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2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah
dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Bidang Urusan Sosial

Kondisi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang sebagian besar
sebagai buruh tani masih banyak yang tergolong masyarakat miskin.
Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang memerlukan perhatian
serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.
Pengertian kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi
ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti
makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.
Kemiskinan dapat disebabkan karena kelangkaan pemenuhan
kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses pada pendidikan dan
kesehatan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Nganjuk Tahun
2019 sebesar 11,24 % dan meningkat di tahun 2020 menjadi 11,62%
sebagai dampak pandemi Covid-19 sedangkan pada tahun 2021
meningkat lagi menjadi 11,85 % sebagai dampak pandemi Covid-19.
Pandemi covid 19 berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi
masyarakat serta dunia usaha, sehingga mengakibatkan penurunan
pendapatan masyarakat dan pemutusan hubungan kerja. Angka
kemiskinan ini merupakan data makro hasil survei Sosial Ekonomi
Nasional. Angka kemiskinan sering dipertentangkan dengan Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial yang merupakan data mikro sehingga
by name dan by addresnya ada. Data terpadu kesejahteraan sosial
merupakan data sasaran bagi calon penerima program program
bantuan sosial yang pendataannya berdasar 40% penduduk yang
pengeluarannya terendah secara nasional. Program yang secara
nasional digunakan untuk intervensi DTKS diantaranya Program

Keluarga Harapan (PKH) , Jaminan Kesehatan , Jaminan Pendidikan

dan sebagainya.
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Pada lima tahun terakhir rata-rata angka kemiskinan di
kabupaten Nganjuk masih relatif lebih tinggi dibanding dengan
angka provinsi dan angka nasional. Meskipun secara umum
presentasi kemiskinan di kabupaten Nganjuk menurun, tetapi
penurunannya masih landai atau kurang tajam. Oleh karena itu
perlu upaya yang lebih keras lagi dan dengan cara yang tetap untuk
menurunkan angka kemiskinan.

Pencapaian kinerja dengan sasaran Meningkatnya Kualitas dan
Jangkauan Pelayanan Sosial dapat diukur dengan 2 indikator.
Pertama, Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani dengan
kondisi capaian di akhir Tahun 2022 sebesar 106,38% dari target
94%. Hal tersebut berdasarkan data PMKS/PPKS tahun 2022,
sebagai berikut:

Tabel 2.4 Data PMKS/PPKS Tahun 2022

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jumlah PMks_ | Jumiah PMKS
Provinsi Kabupaten | Tahun Jenis PMKS Saualieution Jang;'ll;tiartang Satuan
Jawa Timur Nganjuk 2022 Keluarga Fakir Miskin 47,394 47.394 Orang
Jawa Timur Nganjuk 2022 Anak Jalanan 14 14 Orang
Jawa Timur Nganjuk 2022 Tuna Susila 39 39 Orang
Jawa Timur Nganjuk 2022 Pengemis 2 2 Orang
Jawa Timur Nganjuk 2022 Gelandangan dan 46 46 Orang
Gelandangan Psikotik
Jawa Timur Nganjuk 2022 Anak Balita Terlantar 4 ! Orang
Jawa Timur Nganjuk 2022 Anak Terlantar 727 T27 Orang
Jawa Timur Nganjuk 2022 Anak Berhadapan 225 225 Orang
dengan Hukum
Jawa Timur Nganjuk 2022 Anak dengan 40 40 Orang
Kedisabilitasan :
Jawa Timur Nganjuk 2022 a. Tubuh 15 15 Orang
Jawa Timur Nganjuk 2022 b. Netra 11 11 Orang
Jawa Timur Nganjuk 2022 c. Cacat Wicara 8 8 Orang
Jawa Timur Nganjuk 2022 d. Mental 6 6 Orang
Jawa Timur Nganjuk 2022 e. Cacat Ganda 0 0 Orang
Jawa Timur Nganjuk 2022 Anak yang menjadi 1 i Orang
Korban Tindak
Kekerasan
Diperlakukan Salah
Jawa Timur Nganjuk 2022 Anak yang 32 a2 Orang
Memerlukan
Perlindungan Khusus
Jawa Timur Nganjuk 2022 Lanjut Usia Terlantar 9 9 Orang
Jawa Timur Nganjuk 2022 Penyandang 452 452 Orang
Disabilitas &
Penyandang Penyakit
Kronis
Jawa Timur Nganjuk 2022 a. Tubuh 388 388 Orang
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Jawa Timur Nganjuk 2022 b. Netra 41 41 Orang
Jawa Timur Nganjuk 2022 ¢. Cacat Wicara 4 4 Orang
Jawa Timur Nganjuk 2022 d. Mental 10 10 Orang
Jawa Timur Nganjuk 2022 e. Cacat Ganda Orang
Jawa Timur Nganjuk 2022 f. Penderita Penyakit Orang
Kronis
Jawa Timur Nganjuk 2022 Pemulung 4 4 Orang
Jawa Timur Nganjuk 2022 Kelompok Minoritas 1.253 1.253 Orang
(Waria 108 dan Gay
980)
Jawa Timur Nganjuk 2022 Bekas Warga Binaan 97 97 Orang
Lembaga
Pemasyarakatan (
BWBLP )
Jawa Timur Nganjuk 2022 Orang dengan HIV / 2.043 2.043 Orang
AIDS ( ODHA )
Jawa Timur Nganjuk 2022 Korban Penyalah 2 2 Orang
Gunaan Napsa
Jawa Timur Nganjuk 2022 Korban Trafficking 4 4 Orang
Jawa Timur Nganjuk 2022 Korban Tindakan 1 Orang
Kekerasan atau yg
Diperlakukan Salah
Jawa Timur Nganjuk 2022 a. Wanita Orang
Jawa Timur Nganjuk 2022 b. Laki - laki 0 Orang
Jawa Timur Nganjuk 2022 c. Lanjut Usia Orang
Jawa Timur Nganjuk 2022 Pekerja Migran 45 45 Orang
Bermasalah Sosial (
PMBS )
Jawa Timur | Nganjuk 2022 Korban Bencana Alam 1.916 1.916 Orang
Jawa Timur Nganjuk 2022 Korban Bencana Sosial 23 23 Orang
Jawa Timur Nganjuk 2022 Perempuan Rawan 60 60 Orang
Sosial Ekonomi
Jawa Timur Nganjuk 2022 Keluarga Bermasalah 2 2 Orang
Sosial Psikologis
Jawa Timur Nganjuk 2022 Masyarakat Daerah 0 0 Orang
Tertinggal dan
Terpencil
Jumlah 54.435 54.435 Orang
Persentase jumlah PMKS yang tertangani: 100 %

Kedua,

Persentase Jumlah PMKS/ PPKS dengan kondisi

capaian di akhir Tahun 2022 sebesar 81,51% dari target sebesar

3,97%. Berdasarkan data jumlah PMKS/PPKS tahun 2022 dan

jumlah penduduk Tahun 2022, sebagai berikut:

- Jumlah penduduk tahun 2022

- Jumlah PMKS/ PPKS yang terdata
th. 2022 sebanyak

- Persentase PMKS/ PPKS terhadap jumlah

penduduk th. 2022
- Target Renstra tahun 2022

- Capaian Kinerja Tahun 2022

1.117.033 Orang

54.435 Orang

4,87 %
3,97 %
81,51%
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Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak sebagai perangkat daerah yang mengampu 2 (dua) urusan,
salah satunya urusan sosial dimana kinerja yang ditangani adalah
penanganan PMKS/PPKS di Kabupaten Nganjuk melalui program
Ksatria Sosial. Program Kstatria Sosial merupakan layanan untuk
penjangkauan PMKS/PPKS guna mengatasi permasalahan sosial
yang bergerak secara dinamis setiap bulan, triwulan, semester
maupun dalam 1 tahun.
Data PMKS/PPKS yang ada pada Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan data penanganan
atau data penjangkauan, berbeda halnya dengan data bantuan sosial
dan hibah. '
Bantuan Sosial yang ada pada Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu
a. Bantuan sosial lansia miskin, bantuan untuk lansia miskin di
Nganjuk untuk meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan
dasar

b. Bantuan Sosial Siswa Miskin, bantuan untuk siswa miskin
dalam mendapatkan layanakan pendidikan dan meringankan
beban dalam mendapatkan fasilitas pendidikan

c. Bantuan Sosial Disabilitas, bantuan guna meringankan dalam
memenuhi kebutuhan dasar, dan sebagai alat bantu untuk
mobilisasi kegiatan sehari-hari.

d. Hibah PMI, hibah uang untuk penanganan kedaruratan

e. Hibah WCC. Hibah uang untuk penanganan kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak, sehingga hal ini dapat
menurunkan angka kekerasan di Kabupaten Nganjuk.

Berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan ekstrim pada
tahun 2024-2026 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak berkolaborasi dengan perangkat daerah lainnya.

Sedangkan sasaran Meningkatnya Jumah PSKS yang Aktif
diukur dengan indikator Persentase jumlah PSKS yang aktif dengan

kondisi capaian di akhir Tahun 2022 sebesar 119% dari target

28




sebesar 60%. Data tersebut diperoleh berdasarkan data Jumlah
PSKS Tahun 2022, yaitu:

Tabel 2.5 Jumlah PSKS Tahun 2022
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

JUMLAH | ANGGOTA ANGGOTA AKTIF
K9 JERIS PRES ANGGOTA AKTIF TIDAK AKTIF %

1. | Pekerja Sosial Profesional 3 3 0 100
Pekerja Sosial Masyarakat

2. (PSM) 645 361 284 55,96

3. Taruna Siaga Bencana 18 18 0 100
(Tagana)

4. | Organisasi Sosial 22 22 0 100
Karang Taruna 285 285 0 100
TKSK ( Tenaga

6. | Kesejahteraan Sosial 20 20 0 100
Masyarakat)

Ju:glahl Persentase Yang 093 709 284 71,40
Aktif

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.1. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan
Gender
IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan
IPM Laki-laki. IPG

digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama

capaian antara IPM Perempuan dengan

dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih
diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki - laki
dan perempuan. Nilai [PG berkisar antara O - 100 persen, apabila
nilai IPG semakin tinggi maka kesenjangan pembangunan antara
laki-laki dan perempuan semakin rendah. IPG digunakan untuk
mengetahui tingkat kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan.
Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM laki-laki dan IPM
perempuan sama seimbang,

Indeks

Pemberdayaan Gender (IDG) indeks

komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan

merupakan

ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan
ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi
ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber

daya ekonomi.
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Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan
Gender adalah salah satu wukuran untuk melihat tingkat
kesejahteraan laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang signifikan
tingkat kesejahteraan lakilaki dan perempuan di Kabupaten Nganjuk
adalah perbedaan pendapatan rata-rata antara perempuan jauh
lebih kecil dari laki-laki serta partisipasi perempuan dalam lembaga
parlemen/DPRD serta jabatan-jabatan lain dalam pengambilan
keputusan masih kurang.

Pencapaian kinerja dengan sasaran Meningkatnya kesetaraan
dan keadﬂap gender serta meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dapat diukur
dengan 3 indikator. Pertama, Persentase ASN Perempuan yang
Menduduki Jabatan Struktural Meningkat dengan kondisi capaian di
akhir Tahun 2022 sebesar 78,62% dari target sebesar 40%. Kedua,
Persentase  Kasus Tindak Kekerasan dan Traficking terhadap
Perempuan dan Anak Yang Difasilitasi Penyelesaiannya dengan
kondisi capaian di akhir Tahun 2022 sebesar 100% dari target
sebesar 100%. Ketiga, Persentase Kecamatan Layak Anak dengan
kondisi capaian di akhir Tahun 2022 sebesar 400% dari target
sebesar 10%.

Kasus kekerasan yang terjadi merupakan fenomena gunung
es, yang berarti masih banyak kasus lain yang belum terungkap dan
belum melapor. Tahun 2019-2022 jumlah kasus kekerasan
meningkat. Diduga penyebabnya antara lain adalah:

1. Rendahnya kesadaran hukum bagi masyarakat kelas menengah ke
bawah.

. Adanya budaya patriarki yang masih tinggi

. Keadaan ekonomi atau tingginya tingkat kemiskinan

. Adanya isu perselingkuhan dan pernikahan dini

. Rendahnya pengetahuan orang tua dalam pengasuhan anak

. Pengaruh lingkungan yang tidak kondusif

N O g A~ N

. Dampak perkembangan teknologi yang disalahgunakan
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Berikut ini data Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan
Anak yang terlaporkan dan telah selesai ditangani sesuai dengan
jenis layanan yang diperlukan pada Tahun 2022.

Tabel 2.6
Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
yang Telah Ditangani Tahun 2022

Jenis kasus

5

Kecamatan | Fisik | Psikis | Seksual | Penelantaran | Lainnya

PA P & P & | P I

Sawahan -] - 1 |- - - - - - -

Ngetos -1 - - =) = = - - - -

Berbek - - 1 1| - 2 - - - -

Loceret o e - =1 = = = - - -

Pace - - - - - - - - - -

Prambon - | - 2 i - - - - - -

Ngronggot - | - - -1 1 - - - - -

Kertosono 1| - - 1] -

O 0 N o g b W N =

Patianrowo - - - - -

—
o

Baron - |- - - -

e
—t

Tanjunganom | - | -

[y
[\

Sukomoro -1

—
W

[am—ry
o

Bagor - -

1

I
Nganjuk 1] - S |2 -

2

1

(=
(4]

Wilangan -] =

—
(o))

Rejoso - - - - - 1 - 1 e .

—
3

Gondang - 11 1 -1 1 2 3 - N 5

—
Qo

Ngluyu -l -1 - -] - 1 - - . -

=
O

Lengkong -l-1 - -] - - - - - 3

e}
o

Jatikalen % | o= = =P = B - % _

JUMLAH : 2(2{15 (5( 2| 19 4 1 0 3

JUMLAH TOTAL : 53
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Perlindungan anak merupakan suatu hal yang sangat penting
karena anak adalah generasi yang akan datang sehingga wajib
dilindungi dari segala hal yang dapat memberikan dampak negatif
pada pertumbuhan dan perkembangannya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi
konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on The Rights
of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Disisi lain dalam
SDGs khususnya pada Goal 11 mengenai kota dan hunian yang
inklusif, aman dan berkelanjutan dan Goal 16 mengenai masyarakat
yvang damai, tanpa kekerasan, pemerintahan yang akuntabel,
antikorupsi dan non-diskriminasi, secara eksplisit bertujuan ingin
menciptakan kota dan hunian yang inklusif dan aman termasuk bagi
anak selain itu menghendaki adanya masyarakat yang hidup tanpa
kekerasan terlebih-lebih pada anak. Hal ini menunjukan bahwa
perlindungan anak menjadi perhatian besar bagi dunia
internasional.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2019
- 2022 terlihat pada Tabel 2.7 berikut ini :
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2.5 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak mengampu 2 urusan, yaitu Urusan Bidang Sosial dan Urusan
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Urusan
Bidang Sosial kelompok sasarannya sesuai dengan Permensos No 08
Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial dengan 26 Kriteria PMKS/ PPKS sebagai
berikut:
Keluarga Fakir Miskin
Anak Jalanan
Tuna Susila
Pengemis
Gelandangan dan Gelandangan Psikotik
Anak Balita Terlantar
Anak Terlantar

Anak Berhadapan dengan Hukum

R R B

Anak dengan Kedisabilitasan
f. Tubuh
g. Netra
h. Cacat Wicara
i. Mental
j. Cacat Ganda
10. Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan Diperlakukan
Salah
11. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
12. Lanjut Usia Terlantar
13. Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis
a. Tubuh
b. Netra
c. Cacat Wicara
d. Mental
e. Cacat Ganda
f. Penderita Penyakit Kronis
14. Pemulung
15. Kelompok Minoritas (Waria 108 dan Gay 980)




16. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
17. Orang dengan HIV / AIDS (ODHA)

18. Korban Penyalah Gunaan Napsa

19. Korban Trafficking

20. Korban Tindakan Kekerasan atau yg Diperlakukan Salah

a. Wanita

b. Laki-Laki

c. Lanjut Usia
21. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)

22. Korban Bencana Alam

23. Korban Bencana Sosial

24, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

26. Masyarakat Daerah Tertinggal dan Terpencil.

Sedangkan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak kelompok sasarannya adalah Anak usia 0-18
Tahun termasuk yang dalam kandungan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perempuan usia di atas 18 Tahun
sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri PPA No 2 Tahun
2022 tentang Standar Layanan PPA, Lembaga Pemerintah
(Perangkat Daerah, Desa/ Kelurahan, dan Instansi Pemerintah),
Lembaga Swadaya Masyarakat, PKK Kabupaten, PKK Kecamatan,
PKK Desa/ Kelurahan, Lembaga Sekolah, dan Keluarga.

2.6 Mitra Dinas Sosial PPPA dalam Pemberian Layanan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan
layanan yang di dukung oleh beberapa mitra kerja sehingga dalam
pelaksanaannya terdapat koordinasi yang baik, sebagai berikut:

Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk

PPA Polres Kabupaten Nganjuk

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk

Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

i
2
3
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
5
6. Dinas PMD Kabupaten Nganjuk

7

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk

"




Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nganjuk

9. BAPPEDA Kabupaten Nganjuk
10. Satpol PP Kabupaten Nganjuk
11. BPBD Kabupaten Nganjuk
12. Bakesbangpol Kabupaten Nganjuk
13. BPJS Kabupaten Nganjuk
14. BPS Kabupaten Nganjuk
15. RSUD Kertosono Kabupaten Nganjuk
16. RSUD Nganjuk Kabupaten Nganjuk
17. Asisten Pemerintahan dan Kesra
18. PMI Kabupaten Nganjuk
19. WCC Kabupaten Nganjuk
20. Puspa Kabupaten Nganjuk
21. SAPA MAMA Kabupaten Nganjuk
22. Karang Taruna Kabupaten Nganjuk
23. PSM Kabupaten Nganjuk
24. PKH Kabupaten Nganjuk
25. TKSK Kabupaten Nganjuk
26. Forum Anak Kabupaten Nganjuk
27. TP. PKK
28. GOW
29. PUSPAGA
30. LKSA
2.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat
Daerah

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak merupakan salah satu Perangkat Daerah yang tidak

mempunyai tanggungjawab atas kerjasama Daerah.




BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

daerah sebagai berikut:

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 2 3 &
Urusan Sosial
1 | Belum optimalnya | Belum optimalnya | Belum  tersedianya Data
penanganan penanganan PPKS/ PMKS/ DTKS yang
kemiskinan daerah | PMKS/PPKS validasi dan update

2 Sinergitas antar PD serta
lembaga masyarakat dalam
penanganan kemiskinan
belum optimal
3 Masih perlu peningkatan
kapasitas SDM untuk
mendukung layanan PPKS/
PMKS
4 Sarana Prasarana
pendukung layanan PPKS/
PMKS belum terpenuhi
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 | Belum optimalnya | Belum optimalnya | Pemahaman dan penerapan
Pembangunan dan | perencanaan dan | gender di masyarakat masih
Pemberdayaan penganggaran perlu ditingkatkan
Gender, serta | berbasis gender

2 | perlindungan Belum tersedianya | Perlu ditingkatkannya
terhadap database sebagai data | kapasitas Sumber Daya
perempuan dan | pembuka wawasan | Manusia terkait Psikolog
anak dalam analisis gender | Klinis dan Konselor

3 Belum optimalnya | Penanganan kasus

perlindungan kekerasan terhadap

perempuan dan anak | perempuan dan anak secara

berbagai aspek terpadu masih kurang
maksimal
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Belum adanya dukungan
layanan Perlindungan
Perempuan dan Anak berupa
UPT., Perlindungan
Perempuan dan Anak (PPA)
sesuai amanat Undang-
Undang No. 12 Tahun 2022
Pasal 76 ayat 2 tentang
Tindak Pidana Kekerasan
Seksual (TPKS) bagi
Kabupaten/ Kota wajib
memiliki UPT. Perlindungan
Perempuan dan Anak (PPA).
Hal tersebut didukung
dengan Pasal 90 ayat 2
terkait pembentukan UPT.
PPA dilakukan paling lambat
3 Tahun terhitung sejak
Undang-Undang  No. 12
Tahun 2022 di undangkan (9
Mei 2022).

Terjadinya berbagai praktek
buruk yang mengancam
hak-hak anak, seperti
Pekerja Anak, Perkawinan
Anak, dan Anak Berhadapan
dengan Hukum (ABH)

Munculnya berbagai tindak
kekerasan di media online
seperti Pornografi, Pelecehan
Seksual, dan  Penipuan,
terlihat dari Kasus Pornografi
dan Cybercrime

Belum tersedianya aplikasi
pengelolaan Data Gender
dan Anak

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong berdasarkan
Sasaran Renstra K/L

Urusan Bidang Sosial

Sasaran Strategis Permasalahan Faitor
Resntra K/L Pelayanan Dinas
(Kementerian Sosial) Sosial PPPA Penghambat Pendorong
Meningkatkan Taraf Data PPKS/ PMKS/ Belum adanya Adanya komitmen

Kesejahteraan Sosial
Penduduk Miskin dan

DTKS yang masih

perlu validasi secara

data yang

akurat tentang

pemerintah dan

instansi terkait

Rentan berkelanjutan angka untuk mengentas

kemiskinan kemiskinan melalui
program pemerintah

Meningkatkan Layanan Masih perlu Adanya SDM Adanya relawan

yvang Berkualitas oleh peningkatan yang terbatas sosial yang

Pelaku Penyelenggara kapasitas SDM untuk | dalam memebantu dalam

Kesejahteraan Sosial mendukung layanan penanganan penanganan PMKS/

yang Profesional PPKS/ PMKS PMKS/ PPKS PPKS

Urusan Bidang PPPA
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Sasaran Strategis Permasalahan Faktor
Resntra K/L Pelayanan Dinas
: . Penghambat Pendorong
(Kementerian PPPA) Sosial PPPA
Indeks Pembangunan Implementasi Terbatasnya Adanya komitmen

Gender (IPG); kebijakan gender anggaran untuk | pemerintah dan
mainstreaming dan mendukung instansi terkait
gender budgeting kegiatan PUG untuk tentang
belum berjalan peningkatan PUG
optimal

Persentase Terjadinya berbagai Terbatasnya Adanya komitmen

kabupaten/kota dengan | praktek buruk yang SDM yang pemerintah dan

peringkat kla; dan mengancam hak-hak | menangani instansi terkait
anak, seperti Pekerja | kasus melalui lembaga PPA
Anak, Perkawinan kekerasan
Anak, dan Anak
Berhadapan dengan
Hukum (ABH)

Indeks Kualitas Keluarga | Perlu ditingkatkannya | Terbatasnya Adanya komitmen
kapasitas Sumber SDM yang pemerintah terkait
Daya Manusia terkait | menangani pembentukan UPT
Psikolog Klinis dan | Kasus PPA
Konselor

Persentase anak korban | Penanganan kasus Terbatasnya Adanya komitmen

kekerasan yang kekerasan terhadap SDM yang pemerintah dan

mendapat layanan perempuan dan anak | menangani instansi terkait
komprehensif (SNPHAR secara terpadu masih | kasus melalui lembaga PPA
dan Simfoni); kurang maksimal kekerasan

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis :

1. Adanya verifikasi dan validasi data PPKS/ PMKS/ DTKS

i

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia

Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung PPKS/ PMKS

Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan

Penertiban mekanisme Pengumpulan Uang Barang (PUB) dan

Undian Gartis Berhadiah (UGB) melalui perluasan sosialisasi

Permensos Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis

Berhadiah dan Permensos Nomor 8 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang
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Isu Strategis :
1. Penguatan Sosialisasi dan Edukasi tentang Kesetaraan Gender
kepada Masyarakat
2. Peningkatan kapasitas dan peran Perangkat Daerah dalam
implementasi gender
3. Perlu Pembentukan UPT PPA
4. Pembentukan aplikasi pengelolaan data gender dan anak
3.2.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Kementerian Sosial
Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 telah
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2020. Adapun garis besar Renstra tersebut dapat
dikemukakan sebagai berikut:
Tujuan Strategis Kementerian Sosial
Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk
menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan agenda
serta tercapainya visi pembangunan nasional. Tujuan strategis
Kementerian Sosial tahun 2020-2024 tercantum dalam table berikut:
Tabel 1. Tujuan Strategis Kementerian Sosial 2020-2024

Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Ti1 Meningkatkan Taraf | Indeks Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan Sosial

Penduduk Miskin dan

Rentan

T2 Meningkatkan Layanan |1. Indeks Partisipasi Sosial
vang Berkualitas oleh |2. Persentase (%) SDM Kesos vyang
Pelaku Penyelenggara tersertifikasi (ASN dan non-ASN)

Kesejahteraan Sosial |3. Persentase (%) Lembaga di Bidang
yang Profesional Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi
4. Persentase (%) Daerah yang

menyelenggarakan layanan terpadu
penanggulangan kemiskinan

5. Persentase (%) K/L/D yang memanfaat
kan data terpadu kesejahteraan sosial
dalam penyelenggaraa program pe

nanggulangan kemiskinan

T3 Mewujudkan Penguatan | Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian
Tata Kelola serta | Sosial

Meningkatkan Efektivitas
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Birokrasi dan Pelibatan
Publik

Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis yang akan
dicapai dalam periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:
Tujuan strategis 1 (T1): Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial
Penduduk Miskin dan Rentan

Target Sasaran pada Tujuan Strategis 1 mencangkup
penduduk miskin dan rentan. Penduduk miskin yang dimaksud
adalah 40% (empat puluh persen) penduduk dengan status sosial
ekonomi terendah yang ada di dalam DTKS. Penduduk rentan
mempunyai dua definisi yaitu rentan miskin (hampir miskin) dan/
atau ketidakmampuan (vulnerable) seperti PPKS/PMKS. Dalam Pasal
1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dijelaskan bahwa
yang dimaksud penduduk rentan adalah penduduk yang tidak atau
kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya
sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya. Pasal 5
disebutkan Penduduk rentan memilki hak untuk memperoleh
bantuan khusus atas biaya negara. Penduduk rentan yang dimaksud
adalah penduduk rentan kesejahteraan sosial, yaitu para PPKS.
Tujuan Strategis 2 (T2): Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh
pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional

Peningkatan layanan publik bidang sosial dimaksudkan untuk
memberikan kemudahan bagi warga negara dalam mengakses dan
mendapatkan layanan terbaik dalam bidang sosial. Kementerian
Sosial berkomitmen dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk
meningkatkan  pelayanan yang  berkualitas oleh  pelaku
penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional. Terdapat 2
(dua) sasaran yang menjadi fokus Kementerian Sosial yaitu
meningkatkan kualitas pemberi layanan dan meningkatkan kualitas
data terpadu.

Tujuan Strategis 3 (T3): Mewujudkan penguatan tata kelola serta
meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

Konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus
dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan
birokrasi Kementerian Sosial yang menjadi teladan dalam

memberikan layanan prima, mewujudkan tata kelola yang bersih,
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Tabel 4. Rincian Sasaran Strategis 4 Kementerian Sosial

Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran
Strategis (IKSS)
SS4 Terwujudnya tata kelola Nilai Reformasi Birokrasi
Kementerian Sosial Kementerian Sosial

yang transparan dan
akuntabel dengan melibatkan

public

Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam
RPJMN 2020-2024, merupakan acuan dalam menyusun kebijakan
pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan
kemiskinan. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi yang
dituangkan ke dalam Renstra Kementerian Sosial 2020-2024 dibagi
menjadi 2 (dua) bagian. Pertama adalah arah kebijakan dan strategi
nasional yang merupakan penugasan RPJMN 2020-2024, dan kedua
adalah arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial.
Berdasarkan hal tersebut diatas tantangan utama pembangunan
kesejahteraan sosial pada tiga tahun ke depan yaitu:

1. Taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan yang
masih rendah.

2. Kualitas layanan yang belum berkualitas oleh pelaku
penyelenggara Kesejahteraan sosial.

3. Tata kelola serta birokrasi yang belum efektif

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020.
Adapun garis besar Renstra tersebut dapat dikemukakan Tujuan dan
Sasaran Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.

Penyusunan tujuan Kementerian PPPA perlu memperhatikan
Agenda pembangunan nasional. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-
2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang perlu
diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan
berkeadilan;

2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
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Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;

B R

Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim,;
dan stabilitas
Penyusunan tujuan Renstra Kementerian PPPA juga
memperhatikan 5 arahan presiden, yaitu:
1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam
pendidikan/pengasuhan anak;
Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
Penurunan pekerja anak; dan
Pencegahan perkawinan anak.

Tujuan Kementerian PPPA untuk mendukung upaya
pencapaian Visi dan Misi Kementerian PPPA adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Hak Perempuan
Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:
meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam
pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan
indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
c. TPAK Perempuan; dan
d. Indeks PUG Nasional.
2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:
meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas
kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak.
Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja
sasaran strategis yaitu:

a. Indeks perlindungan anak (ipa);
b. Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah<usia 18 tahun;
c. Persentase kabupaten/kota dengan peringkat kla; dan

d. Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan layak.
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3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga
dalam Pembangunan PPPA
Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:
meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga
dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk
mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja

sasaran strategis yaitu:

a. Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat; dan

b. Indeks Kualitas Keluarga.

4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan
termasuk TPPO
Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di
ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi
khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya
layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian
sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran
strategis yaitu:

a. Prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami
kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber:
SPHPN);

b. Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang
mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni); dan

c. Persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan

bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai

standar (%).
5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak
Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini
adalah: meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan
yang memerlukan perlindungan khusus.
Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator
kinerja sasaran strategis yaitu:
a. Prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami

kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR);
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b. Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan
komprehensif (SNPHAR dan Simfoni);

c. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; dan

d. Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan
sesuai standar.

6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen

PPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:
meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen

PPPA. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator

kinerja sasaran strategis yaitu:

a. Indeks Reformasi Birokrasi;

b. Opini BPK atas Laporan Keuangan;

c. Tingkat Maturitas SPIP; dan Nilai SAKIP.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

Keterkaitan pelayanan Dinas Sosial PPPA dengan telaahan

RT RW dan KLHS (indikator SDG’s) dapat dilihat dari beberapa

indikator berikut ini:

a. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
nasional, untuk mendukung pencapaian indikator tersebut,
Dinsos PPPA mempunya beberapa progran diantaranya :

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
(Program Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial)

2. Program pembinaan anak terlantar dan anjal

3. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat
terpencil (KAT) dan PMKS lainnya

4. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
(Program pemberdayaan sosial dan kesejahteraan
masyarakat)

b. Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan
yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas
Program yang mendukung pencapaian indikator tersebut

adalah : Program pembinaan para penyandang cacat dan

trauma.
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c. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung
pemberdayaan perempuan
Program yang mendukung pencapaian indikator tersebut
diantaranya :
1. Program penguatan kelembagaan PUG
2. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
dalam pembangunan
d. Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang
mendapat layanan komprehensif
Beberapa program yang mendukung pencapaian indikator
tersebut diantaranya :
1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak
dan perempuan
2. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan
perempuan
Dalam RT RW tidak diatur mengenai rencana struktur tata
ruang, struktur tata ruang saat ini, rencana pola ruang, pola ruang
saat ini, dan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengan
yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam
kurun waktu lima tahun ke depan perangkat daerah tidak
melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang
dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang. Rencana
program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah juga

tidak berimplikasi terhadap lingkungan.




BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh
perangkat daerah diuraikan sebagai berikut :
1. Mengurangi Penduduk Miskin

Indikator : Persentase Penduduk Miskin Ekstrim

Sasaran yang dicapai dari tujuan ini meliputi sebagai berikut :

a. Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial
Indikator : Persentase Jumlah PMKS/ PPKS yang Tertangani
Indikator : Persentase Jumlah PSKS yang Aktif

2. Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta
Pemberdayaan Perempuan
Indikator : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Sasaran yang dicapai dari tujuan ini meliputi sebagai berikut :
a. Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender,
Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap
Perempuan dan Anak |
Indikator 1 : Persentase Lembaga Pemerintah yang telah
Melaksanakan Pengarusutamaan Gender

Indikator 2  : Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan
terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi
Penyelesaiannya

Indikator 3  : Skor Kabupaten Layak Anak
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Persentase Penanganan Y% 100
Kasus Tindak
Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak
yang Difasilitasi
Penyelesaiannya

100

100

100 |

Skor Kabupaten Layak Skor (5795)
Anak Pratama

(650)
Madya

(750)
Nindya

(850)
Utama

W A s

Sgedin M/ a3
Dinsos prea ? %
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4.2 Kerangka Logis, Cascading, dan Crosscutting Kinerja Dinas

Sosial PPPA, serta Peta Proses Bisnis

Dalam rangka Menyusun dokumen perencanaan
pembangunan melalui teknokratik, politis, partisipatif serta top-down
dan bottom-up diperlukan koordinasi dan singkronisasi, serta
kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan pembangunan

nasional dan daerah.

Kerangka logis keterkaitan antara urusan sosial dengan
urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat

diilustrasikan dalam diagram berikut :

Gambar Kerangka Logis Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Bidang Sosial

Koordinasi & Perumusan Pelaksanaan Evaluasi

Singkronisasi Kegiatan Kegiatan Kegiatan

Urusan Bidang

Pemberdayaan Perempuan
& Perlindungan Anak
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BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial PPPA dalam

Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2024-2026

Strategi dan arah kebijakan yang digunakan dalam rangka

pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sosial

PPPA Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026

Tujuan RPD

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang
Inklusif dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui
Pemerataan Pembangunan yang Berawawsan Lingkungan

Hidup

Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia yang
Unggul dan Berdaya Saing

Sasaran RPD

Mengurangi Penduduk Miskin, Pemenuhan Kebutuhan
Konsumsi Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender

merata kepada
masyarakat serta
optimalisasi program
pemberdayaan
masyarakat

No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1 Mengurangi Meningkatnya | Mengurangi jumlah -
Penduduk Miskin Kualitas dan penyandang masalah Penyelenggaraa
Jangkauan kesejahteraan sosial n perlindungan
Pelayanan dengan meningkatkan | sosial dan
Sosial kualitas layanan sosial | penanganan
yang berkelanjutan, penyandang
berkeadilan dan masalah

kesejahtera an
sosial.

Mereview, menyusun
dan
mengkoordinasikan

Pembentukan
tim koordinasi
dalam

permasalahan yang penanganan
membuat penanganan | masalah sosial
PMKS masih sulit yang cepat
dijangkau tanggap
Meningkatkan peran Peningkatan
serta masyarakat dan pemberdayaan
lembaga penyelenggara | lembaga
kesejahteraan sosial masyarakat
dalam meningkatkan untuk
kesejahteraan meningkatkan
masyarakat kesejahteraan

masyarakat
Meningkatkan Pendataan
kapasitas PSKS angka

kemiskinan
Meningkatkan kualitas | agar diperoleh
SDM unsur sosial agar | data yang
lebih cepat tanggap akurat

dalam menangani
permasalahan sosial
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Meningkatkan
Keadilan dan
Kesetaraan
Gender, serta
Pemberdayaan
Perempuan

Meningkatnya
Kesetaraan,
Keadilan
Gender,
Pemberdayaan
Perempuan
serta
Perlindungan
terhadap
Perempuan
dan Anak

Menyusun,mereview,m

Peningkatan

engharmonisasikan, KKG dengan
dan fokus pada
mengkoordinasikan, penguatan
berbagai regulasi dan kelembagaan
kebijakan pelaksanaan | pengarustamaa
pengarusutamaan n gender,
gender di daerah. penyusunan
PPRG dan
pendampingan
implementasi
PPRG.
Meningkatkan Peningkatan
pemahaman dan pemberdayaan
komitmen pemerintah | peran
daerah, masyarakat, perempuan
dunia usaha dan dalam
media massa tentang pembangunan
pentingnya serta
pengintegrasian pemenuhan hak
perspektif gender Anak

dalam pembangunan
di berbagai bidang.

Memperkuat
lembaga/jejaring PUG
di daerah untuk
peningkatan efektifitas
dan efisiensi
pelaksanaan PUG

Peningkatan
keberdayaan
perempuan
dalam
pengelolaan
ekonomi rumah
tangga dengan

fokus pada
UMKM
perempuarn.
Mengoptimalkan Peningkatan
pemantauan dan pencegahan
evaluasi untuk terjadinya
memastikan kekerasan
pelaksanaan dan hasil | terhadap
PUG di tingkat daerah. | perempuan
termasuk
Tindak Pidana
Perdagangan
Orang
Memperkuat Penguatan
mekanisme kerjasama | lembaga
antara pemerintah, penyedia
aparat penegak layanan
hukum, lembaga perlindungan
layanan, masyarakat korban
dan dunia usaha kekerasan dan
dalam pencegahan dan | perdagangan
penanganan tindak orang dengan
kekerasan terhadap fokus pada
perempuan dan anak penanganan

wilayah on the
spot.
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Meningkatkan
kapasitas SDM dan
kualitas layanan anak
korban kekerasan,
yang mencakup
layanan pengaduan,
rehabilitasi kesehatan,
rehabilitasi sosial,
penegakan dan
bantuan hukum, serta
pemulangan,
reintegrasi sosial dan
pengasuhan alternatif.

Peningkatan
koordinasi
dalam rangka
percepatan
implementasi
kebijakan
terkait
pemenuhan hak
anak

Peningkatan kapasitas
perempuan, termasuk
perempuan dari
kelompok marginal
dan rentan, dalam
rangka pemenuhan
hak politik termasuk
sebagai kader atau
calon anggota legislatif,
serta sebagai
pengambil keputusan
di eksekutif dan
yudikatif.

Penguatan dan
peningkatan
peran lembaga
penyedia
layanan
perlindungan
khusus anak
dalam
penanganan
berbagai kasus
anak.

Meningkatnya kualitas
hidup perempuan pada
kelompok masyarakat
melalui pemberian
pelatihan keterampilan
sehingga bisa menjadi
tenaga profesional dan
memberikan kontribusi
pendapatan dalam
perekonomian

Meningkatnya kualitas
hidup perempuan pada
kelompok masyarakat
melalui pemberian
pelatihan keterampilan
dan bantuan alat

Menyusun, mereview,
mengharmonisasikan,
dan
mengkoordinasikan,
berbagai regulasi dan
kebijakan pemenuhan
hak perempuan dan
anak

Meningkatkan
kapasitas dan
kuantitas lembaga
penyedia layanan
pemenuhan hak anak
yang ramah anak.

Memperkuat
lembaga/jejaring
pemenuhan hak anak
di tingkat Kecamatan
untuk peningkatan
efektifitas dan efisiensi
pemenuhan hak anak
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Meningkatkan peran
serta, keadilan dan
kesetaraan gender
dalam pembangunan
serta pemenuhan hak
Anak.

Strategi

i.

10.

$ed s

Mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
dengan  meningkatkan  kualitas layanan  sosial yang
berkelanjutan, berkeadilan dan merata kepada masyarakat serta
optimalisasi program pemberdayaan masyarakat.

Mereview, menyusun dan mengkoordinasikan permasalahan
yang membuat penanganan PMKS masih sulit dijangkau.
Meningkatkan kualitas SDM unsur sosial agar lebih cepat
tanggap dalam menanganani permasalahan sosial.

Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga
penyelenggara kesejahteraan sosial dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Meningkatkan kapasitas PSKS.

Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah,
masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya
pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di
berbagai bidang.

Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan
efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.

Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan
pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.

Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari
kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak
politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta
sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok
masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan
bantuan alat.

Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum,
masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan

penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
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Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat
penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha
dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap

perempuan.

13. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang

melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan
pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan

dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.

14. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan

mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan

hak perempuan dan anak.

15. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia

layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.

16. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di tingkat

kecamatan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi

pemenuhan hak anak.

17. Meningkatkan peran serta, keadilan dan kesetaraan gender

dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak.

5.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi

adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perlindungan sosial dan penanganan
penyandang masalah kesejahteraan sosial.

2. Pembentukan tim koordinasi dalam penanganan masalah
sosial yang cepat tanggap.

3. Peningkatan pemberdayaan lembaga masyarakat untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pendataan angka kemiskinan agar diperoleh data yang akurat.

5. Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan
pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan
pendampingan implementasi PPRG.

6. Peningkatan pemberdayaan peran perempuan dalam
pembangunan serta pemenuhan hak Anak.

7. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan

ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.
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10.

Ll

Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap
perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban
kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada
penanganan wilayah on the spot.

Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan
implementasi kebijakan terkait pemenuhan hak anak.
Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan
perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus
anak.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan,

Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut ini.
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat
Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk
mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator
kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan
secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat
penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan
daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk
menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam
perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran
keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta
program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen
perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD
adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja
yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran RPD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam
evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang
termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja
perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani

oleh seluruh aparatur perangkat daerah.
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7.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Dinsos PPPA yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel

7.1.1 berikut ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

Kondisi Target tahun (%)
N Indikator
¥ Rumus penghitungan 2022 | 2024 | 2025 | 2026
1 | Persentase 1,36 0.5 0,3 0,1
Pandudiile | TEME = JPMI x 100%
JPI
Miskin
Ekstrim
2 | Indeks 69,78 | 70,50 71,00 | 71,25
Pemberday DG =] (par) I pm + I (inc-des)
aan 3
Gender
(IDG)
7.2 Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator kinerja kunci Dinsos PPPA yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPD secara rinci dapat dikemukakan pada
Tabel 7.2.1 berikut ini:
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Tabel 7.2

Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

(+)
No Indikator Rumus Perhitungan Kggg;si 202'? ei;';;l;un (/;)026
1 | Persentase Y PMKS yang 100 100 100 100
Jumlah Tertangani x 100%
PMKS/ PPKS
yvang 2 PMKS yang
Tertangani terdata
2 | Persentase ¥ PSKS yang Aktif x 100% 71,40 72,5 73 74
Jumlah PSKS
yvang Aktif ¥ PSKS
3 | Persentase Y Lembaga pemerintah yang 24.40 | 33,33 | 42,26 | 51,19
Lembaga telah melakasanakan
Pemerintah PUG x 100%
yang telah
melaksana- ¥ Lembaga pemerintah yang
kan Ada
Pengarusuta
maan Gender
4 | Persentase Y Kasus yang 100 100 100 100
Penanganan tertangani x 100%
Kasus Tindak
Kekerasan > Kasus yang
terhadap dilaporakan
Perempuan
dan Anak
yang
Difasilitasi
Penyelesaian-
nya
5 | Skor (575) (650) (750) (850)
Kabupaten Pratam | Madya | Nindya | Utama
Layak Anak a

128




7.3 Indikator SPM Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Tabel 7.3
Indikator SPM Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Kondisi Target Tahun (%)

2022 2024 | 2025 | 2026
1 | Jumlah warga negara 100% 100 100 100
penyandang disabilitas
telantar yang memperoleh
rehabilitasi sosial di luar

No Indikator

panti
2 | Jumlah anak telantar yang 100% 100 100 100
memperoleh rehabilitasi

sosial di luar panti

3 | Jumlah warga negara lanjut 100% 100 100 100
usia telantar yang
memperoleh rehabilitasi
sosial di luar panti

4 | Jumlah warga negara 100% 100 100 100
gelandangan dan pengemis
yvang memperoleh rehabilitasi
sosial di luar panti

5 | Jumlah warga negara korban 100% 100 100 100
bencana daerah yang
memperoleh perlindungan
dan jaminan sosial pada saat
dan setelah tanggap darurat
bencana daerah
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BAB VIII

PENUTUP

dan
n Perempuall
Renstra Dinas Sosial, Pemberdayad
Dokumen =€

1n

j 0026 yang disusun
' dari RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2020 ¥
i dan Kriteria (NSPK) yang

r
memperhatikan Norma, Standar, Prosedur,

g

i tahun 2024-
pedoman dalam penyelenggaraarn bidang urusan pemerintahan

2026.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak ini diharapkan mewujudkan perencanaan pembangun.an
daerah yang berorientasi hasil (result oriented) dengan pendekatan tematik-
holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku
kepentingan (stakeholders) atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

Tahun 2024-2026 setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap

capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan

perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 disusun untuk
menjadi acuan dan pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana guna sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional

dan daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat
Daerah setiap tahunnya.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salingn seshai dengan aslinya
/7 KEPALA BAGIAN HUKUM




